BUPATI SARC: LANGUN
PROVINSI . AMBI

PERATURAN BUPA1! SAROLANGUN
NOMOR I T, IUN 2022

TENTA ' G

PERU ZAHAN ATAS PERATURAN BUPAT NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG
SUS! .NAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, ' UGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
I INAS PERUMAHAN, KAWASAN PE ' MUKIMAN DAN PERTANAHAN

DENGAN RAHMAT TUH: 1 YANG MAHA ESA

BUPATI SARC | ANGUN,

Menimba 1z . a. Bahwa berdasarkan Pe turan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor
32/PRT/M/2016 tenta: g Pedoman Nomenklatur Perangkat
Daerah Yang Melaksa' akan Urusan Pemerintahan Bidang
Perumahan dan Kawas: = Permukiman;

b. bahwa dalam rangka otimalisasi kinerja dan berdasarkan
evaluasi tugas dan fur si pada dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Perta - ihan, maka Peraturan Bupati Nomor
76 Tahun 2020 tenta gz Susunan Organisasi, Kedudukan,
Tugas, Fungsi dan Ta . Kerja Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertar : han, perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan p: rtimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b ruf b, perlu menctapkan Pcraturan
Bupati tentang Peruba ' in Atas Peraturan Bupati Nomor 76
Tahun 2020 tentang St: unan Organisasi, Kedudukan, Tugas,
Fungsi dan Tata 1 rja Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertar : han;

Mengings . : 1. Undang-Undang Nomor 3’4 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro
Jambi dan Tan ung Jat ' ng Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 199¢ Nomor 182, Tambahan Lembaran



Negara Republik Indor
diubah dengan Und:;
tentang Perubahan at
1999 Tentang
Kabupaten Tebo, Kab

pen

Tanjung Jabung Timu:

Tahun 2000 Nomor 81

Indonesia Nomor 3960)

. Undang-Undang Nomo

Negara (Lembaran Ne:-
Nomor 6, Tambahan

Nomor 5494),;

. Undang-Undang Nomos
Daerah (Lembaran Ne
Nomor 244, Tambahar

Nomor 3587) scbagaim.:
dengan Undang-Unda-
Perubahan Kedua atas
tentang Pemerintahan
Indonesia Tahun 20135 -
Republik Indonesia Nor |
. Undang-Undang Nomo;

Pemerintahan (Lembar :
2014 Nomor 292, Tz
Indonesia Nemor 5601},

. Peraturan Pererintah

Perangkat Da.rah
Tahun 2016 Nomor 17:
Peraturan Pemerintah

Perubahan Atas Peratu-
tentang Perangkat

Indonesia Tahun 201

Negara Republik Indonec:

(Le-

|

sia Nomor 3903), sebagaimana telah
g-Undang Nomor 14 Tahun 2000
3 Undang-Undang Nomor 54 Tahun
entukan  Kabupaten  Sarolangun,
raten Muaro Jambi dan Kabupaten
Lembaran Negara Republik Indonesia

fambahan Lembaran Negara Republik

5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
ra Republik Indonesia Tahun 2014

2mbaran Negara Republik Indonesia

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
wra Republik Indonesia Tahun 2014
Lembaran Negara Republik Indenesia
1a telah beberapa kali diubah terakhir
3 Nomor 9 Tahun 2015 tentang

>

- ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Jaerah (Lembaran Negara Republik
ymor 58, Tambahan Lembaran Negara
T 5679);

30 Tahun 2014 tentang Administrasi
1 Negara Republik Indonesia Tahun

ibahan Lembaran Negara Republik

18 Tahun 2016

1baran Negara Republik Indonesia

Nomor tentang

), sebagaimana telah diubah dengan
Nomor 72 Tahun 2019
in Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang

erah (Lembaran Negara Republk
Nomor 187, Tambahan Lembaran
ia Nomor 6402);



Menetapl an

6. Peraturan Pemerintal
Perubahan Atas Peratu :
tentang  Penyelengge
Permukiman (Lembar:
2021 Nomor 22);

7. Peraturan Mernteri Pek:
Republik Indonesia No .
Nomenklatur Perangks:
Pemerintahan Bidang
(Berita Negara Republil

8. Peraturan Daerah Ka
2016 tentang Pembent,
(Lembaran Daerah Kak.
5), sebagaimana telah
Peraturan Daerah Ka':
2021 tentang Perube!
Kabupaten Surolangu
Pembentukan dan Su.
Daerah Kabupaten Sarc

9. Peraturan Bupati Nomn
Organisasi, Kedudukar .
Perumahan, Kawasan

Daerah Kabupaten Sart

MEMUTU
PERATURAN BUPATI TEN|
BUPATI NOMOR 76
ORGANISASI, KEDUDUKA'!
DINAS  PERUMAHAN,
PERTANAHAN.

Nomor 12 Tahun 2021 tentang
an Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016
1an  Perumahan dan Kawasan

. Negara Republik Indonesia Tahun

jaan Umum dan Perumahan Rakyat
or 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman

Daerah Yang Melaksanakan Urusan

rrumahan dan Kawasan Permukiman

ndonesia Tahun 2016 Nomor 1574);
1paten Sarclangun Nomor 5 Tahun
kan dan Susunan Perangkat Dacrah
paten Sarolangun Tahun 2016 Nomor
eberapa kali diubah terakhir dengan
ipaten Sarolangun Nomor 1 Tahun
an Ketiga Atas Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2016 tentang
unan Perangkat Daerah (Lembaran
ingun Tahun 2021 Nomor 1);
r 76 Tahun 2020 tentang Susunan
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
'ermukiman dan Pertanahan (Berita
ingun Tahun 2020 Nomor 76);

tAN:

ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
HUN 2020 TENTANG SUSLINAN
, TUGAS, FUNGS! DAN TATA KERJA
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
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dit
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Pasal

ketentuan dalam Peraturan Bup :i Sarolangun Nomor 76 Tahun 2020
“usunan Organisasi, Kedudukan,

n, Kawasan Permukiman dan 1’
1 Tahun 2020 Nomor 76), diubah

an Pasal 13 ayat 1 dan ayat (2) d|

oerikut:

Pasal

Kawasan Permukiman mempuny |

anakan koordinasi, fasilitasi ds

& perumahan kumuh,

permy |

dlalian kawasan permukiman sert:

‘erumahan dan Kawasan Permukii

menyelenggarakan tugas sebagai

[ugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
rtanahan (Berita Daerah Kabupaten
zbagai berikut:

bah dan ditambah, sehingga berbunyi

}

tugas membantu Kepala Dinas dalam
perumusan kebijakan peningkatan

dman kumuh, pemanfaatan dan

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

an.

ana dimaksud pada ayat (1), Bidang

in Permukiman menjalankan fung- :

tumuskan rencana kegiatan dibida

.muskan dan melaksanakan keb

Prasarana, Sarana dan Utilitas U

nukiman;

iksanakan pendataan,

rukiman;

vusun perencanaan teknik, stand

perencas;

¢ itas perumahan kumuh dan perm:

I 1iksanakan kebijakan pemanfa

dang PSU Perumahan dan Kawas::

rediaan dan Pengawasan Stande

-arana (jaringan jalan, saluran

rzdiaan air minum, saluran pemb

buangan sampah), Sarana (ruan:

1m (jaringan listrik) pada perumal

7 tugasnya,;
akan dibidang Kawasan Permukiman

num (PSU) Perumahan dan Kawasan

tan, pencegahan dan peningkatan
kiman kumuh;

an serta pengendalian kawasan

- dan pedoman, pelaksanaan bantuan
| Permukiman;

25U sesuai kewenangannya terhadap

mbuangan air hyjan atau dramase,
ngan air limbah atau sanitasi, tempat
terbuka hijau, sarana) dan Utilitas

n dan kawasan permukiman.
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iarana, Sarana dan Utilitas Urn

nukiman; dan

aksanakan tugas lain yang diberil .

=k organisasi guna mendukung ki
melaksanakan tugas dan |

¢<iman membawahi:

Se 51 Perencanaan Kawasan Permuk

31 Penataan Kawasan Permukima

Se 31 Pemantauan dan Evaluasi Pem

an Pasal 16 diubah dan ditambah
Pasatl
Pemantauan dan Evaluasi F-

11yai tugas membantu kepala Bic:

wna, Sarana dan Utilitas Umu
{imarn.

menyelenggarakan tugas sebaga

fungsi

a.

Mt syusun rencana kegiatan pad

pe bangunan kawasan permukiman

Me 1yusun standar operasional prose:

sel £i pemantauan dan evaluasi pemt
Me yusun
pe
Me ~yiapkan bahan analisis teknis d:

rencana dan

rendalian kawasan permukiman;

Pe umahan dan Kawaasan Permukim
Me ~yiapkan bahan perumusan ket

Pe umahan dan Kawaasan Permukim

valuasi Pemanfaatan dan peng:-

auan dan Evaluasi Pembanguna:

pelaksz

si dibidang Kawasan Permukiman dan

m (PSU) Perumahan dan Kawasan

n oleh atasan berkaitan dengan tugas
:rja organisasi.

ngsinya, Kepala Bidang Kawasan
1an;

dan

ingunan Kawasan Permukiman.

sehingga berbunyi sebagai berikut:

nbangunan Kawasan Permukiman
ng dalam melaksanakan Pemantauan
dalian Kawasan Pcrmukiman scrta
1 (PSU) Perumahan dan Kawasan
1ana dimaksud pada avat (1), Seksi
Kawasan Permukiman menjalankan
seksi pemantauan dan evaluasi
ur dalam pelaksanaan kegiatan pada
agunan kawasan permukiman;
aan kebijakan pemanfaatan dan
. menyusun rencana penyediaan PSU
a;

akan pelaksanaan penyediaan PSU

n;
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f.  Mcnyiapkan bahan pelaksanaan pen

Pe umahan dan Kawaasan Permukim

g. Pe (vediaan dan Pengawasan Standa
Pr. sarana (jaringan jalan, saluran
pe wediaan air minum, saluran p
ter 1pat pembuangan sampah), Sara
Ut .itas Umum (jaringan listrik) pada
da 1

h. Mc¢ aksanakan tugas lain yang diberil

po ok organisasi guna mendukung k |

Pasal
Peraturar 3upati ini mulai berlaku pada tar
Agar set ap orang mengetahuinya, mermn

Bupati in dengan penempatannya dalam Be

Diundang <an di Sarolangun
pada tang zal % FEBRUARI 2022
\ ' IS H KABUPATEIN SAROL "

ENDANG ABDUL NASER

ntauan dan evaluasi penvediaan PSU
n;

PSU sesuai kewenangannya terhadap
':mbuangan air hujan atau drainase,
ibuangan air limbah atau sanitasi,
1 (mang terbuka hijau, sarana) dan

erumahan dan kawasan permukiman;

n oleh atasan berkaitan dengan tugas

erja organisasi.

gal diundangkan.
rintahkan pengundangan Peraturan

ta Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 8 fEGRUAR 2022

“BUPAPYSAROLANGUN,
/! ,{L

BERITA [ AERAH KABUPATEN SAROLANGU' TAHUN 2022 NOMOR



